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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan publik dalam pengembangan 

infrastruktur olahraga, dengan fokus pada implementasi pembangunan Paralympic 

Training Center (PTC) di Karanganyar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga 

(Kemenpora). Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, 

termasuk pejabat Kemenpora, NPCI, Kementerian PUPR, dan masyarakat sekitar PTC. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dan pengawasan yang 

lebih efektif menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan PTC. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perencanaan kebijakan olahraga di 

Indonesia, khususnya dalam mendukung atlet disabilitas. 

 

Kata kunci: Kebijakan Publik, Infrastruktur Olahraga, Paralympic Training Centre, 

Pengembangan Olahraga Disabilitas. 

 

Abstract 
This study aims to optimize public policy regarding sports infrastructure development, focusing 

on the implementation of the Paralympic Training Center (PTC) project in Karanganyar by the 

Ministry of Youth and Sports (Kemenpora). Grounded in Law Number 11 of 2022 concerning 

Sports and Presidential Regulation Number 86 of 2021 concerning the Grand Design of National 

Sports, this research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected 

through in-depth interviews with key stakeholders, including officials from Kemenpora, the 

National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI), the Ministry of Public Works and Public 

Housing (PUPR), and the local community surrounding the PTC. The findings indicate that inter-

agency collaboration and more effective oversight are crucial to enhancing the success of the PTC 

development. This study makes a significant contribution to sports policy planning in Indonesia, 

particularly in supporting athletes with disabilities. 

 

Keywords: Public Policy, Sports Infrastructure, Paralympic Training Center, Disability Sports 

Development. 

 

 

mailto:artikelpasca@unis.ac.id


268 
 

A. Pendahuluan 

Kenakalan Pengembangan infrastruktur olahraga di Indonesia merupakan bagian 

integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi olahraga serta memperluas akses partisipasi masyarakat, termasuk penyandang 

disabilitas. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi instrumen utama untuk 

menentukan arah, strategi, dan efektivitas pembangunan sarana olahraga. Optimalisasi 

kebijakan publik, dalam hal ini, menjadi aspek penting agar kebijakan yang telah 

ditetapkan tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar memberikan 

dampak nyata bagi kelompok sasaran. Menurut data Kementerian Pemuda dan Olahraga, 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih terbilang rendah, terutama di 

kalangan penyandang disabilitas, yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih 

inklusif dan berorientasi pada kebutuhan mereka (Kemenpora, 2022). 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menunjukkan komitmen 

dalam mendukung kesetaraan akses olahraga dengan membangun Pusat Pelatihan 

Nasional Paralympic Committee Indonesia (Paralympic Training Center/PTC) di 

Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya 

mewujudkan tata kelola olahraga yang inklusif dan berkeadilan, serta merupakan 

representasi dari implementasi kebijakan afirmatif untuk atlet penyandang disabilitas. 

Menurut laporan dari NPCI, keberadaan PTC diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pelatihan dan prestasi atlet paralimpik Indonesia di tingkat nasional maupun 

internasional (NPCI, 2023). 

PTC Karanganyar menjadi proyek strategis karena untuk pertama kalinya 

Indonesia memiliki pusat pelatihan modern dan terintegrasi yang dikhususkan untuk 

pembinaan atlet paralimpik. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa fasilitas 

ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan, tetapi juga sebagai simbol komitmen 

pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang 

disabilitas. Pada bulan Desember 2024, fasilitas ini telah diserahterimakan meskipun 

belum diresmikan secara operasional. Keberadaan fasilitas ini penting, tetapi tidak cukup 

hanya dari sisi fisik. Optimalisasi kebijakan publik menjadi kunci agar pembangunan ini 

benar-benar berdampak melalui mekanisme implementasi kebijakan yang efektif, sinergi 

antar pemangku kepentingan, kejelasan regulasi, serta pengawasan dan evaluasi yang 

berkelanjutan. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk melakukan analisis 

mendalam terhadap kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan PTC 

Karanganyar. Hal ini mencakup pengkajian terhadap efektivitas kebijakan yang ada, 

tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta peran pemangku kepentingan dalam 

mendukung keberhasilan program ini. Optimalisasi kebijakan publik yang berkelanjutan 

akan menjadi fondasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih inklusif 

dan efektif untuk mendukung atlet penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengoptimalan kebijakan publik dalam 

pengembangan infrastruktur olahraga di Indonesia, khususnya bagi penyandang 

disabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan 
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dan praktisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan inklusif di masa 

mendatang. 

Dengan memanfaatkan data dan analisis yang komprehensif, diharapkan 

pengembangan kebijakan publik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam 

menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, kita dapat menciptakan 

lingkungan yang mendukung bagi semua individu, tanpa terkecuali. Optimalisasi 

kebijakan publik dalam konteks ini bukan hanya sekadar jargon, tetapi merupakan 

tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang 

disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam 

olahraga. 

Optimalisasi kebijakan publik bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga 

melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, 

penting untuk melibatkan atlet disabilitas dalam proses perumusan kebijakan, sehingga 

suara dan kebutuhan mereka dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu, kolaborasi antar 

kementerian menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif, mengingat 

pembangunan PTC tidak hanya berkaitan dengan aspek olahraga, tetapi juga 

infrastruktur dan aksesibilitas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, 

diharapkan optimalisasi kebijakan publik dalam pembangunan PTC Karanganyar dapat 

menciptakan ekosistem olahraga yang lebih baik bagi atlet disabilitas, serta meningkatkan 

prestasi mereka di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik yang 

lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Melalui dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk 

atlet, pelatih, dan organisasi disabilitas, pemerintah dapat menggali lebih dalam tentang 

tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Ini tidak hanya akan memperkuat 

rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai 

pihak akan menjadi fondasi yang kuat untuk optimalisasi kebijakan publik dalam 

pengembangan sarana pusat pelatihan NPCI. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap 

dinamika yang ada, sehingga dapat lebih baik dalam memenuhi aspirasi dan potensi atlet 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Lebih jauh lagi, optimalisasi kebijakan publik juga mencakup evaluasi berkala 

terhadap implementasi kebijakan. Melalui pengukuran kinerja yang jelas, pemerintah 

dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang 

diperlukan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga 

alat yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi.Dengan menerapkan prinsip-

prinsip optimalisasi kebijakan publik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat 

memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam era globalisasi 

dan kemajuan teknologi yang pesat, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan 
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beradaptasi agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya relevan, tetapi juga 

mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan. 

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho 

(2003), kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan perumusan, 

implementasi, dan evaluasi. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta, yang berinteraksi dalam menentukan arah dan prioritas 

kebijakan. Dalam konteks pengembangan infrastruktur olahraga, kebijakan publik harus 

mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak, terutama dalam hal aksesibilitas dan 

keberlanjutan. Optimalisasi kebijakan publik menjadi suatu keharusan dalam konteks ini. 

Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan 

administratif, tetapi juga harus berfokus pada pencapaian hasil yang maksimal bagi 

masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai optimalisasi adalah dengan melibatkan 

semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. 

Dengan demikian, berbagai perspektif dan kebutuhan dapat diakomodasi, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan inklusif. 

 

Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana 

kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Menurut Melawat 

(2022), evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks pembangunan 

Sarana Pusat Pelatihan NPCI, evaluasi harus mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi 

dari infrastruktur yang dibangun. Melalui dialog yang konstruktif dengan para 

pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, dan organisasi disabilitas, pemerintah 

dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin. 

Ini tidak hanya akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan, 

tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang komprehensif dan melibatkan 

berbagai pihak akan menjadi fondasi yang kuat untuk optimalisasi kebijakan publik 

dalam pengembangan sarana pusat pelatihan NPCI. Hasil dari evaluasi ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif 

terhadap dinamika yang ada, sehingga dapat lebih baik dalam memenuhi aspirasi dan 

potensi atlet penyandang disabilitas di Indonesia. 

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan maslahnya sebagai berikut :  

1. Bagaimana kebijakan publik dalam pembangunan Paralympic Training Center (PTC) 

Karanganyar dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenpora dan kementerian 

terkait? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi kebijakan 

pembangunan infrastruktur olahraga disabilitas ini? 

3. Bagaimana strategi optimalisasi kebijakan publik yang tepat untuk pengembangan 

infrastruktur olahraga disabilitas ke depan? 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian 

deskriptif fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami 

secara mendalam bagaimana kebijakan publik terkait pembangunan Paralympic Training 

Center (PTC) NPCI di Karanganyar diimplementasikan, dimaknai, dan dirasakan oleh 

para pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Dengan informan yang diwawancari 

sebanyak 4 orang informan. Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Pusat 

Pelatihan Nasional Atlet Paralimpik Indonesia (NPCI) yang terletak di Karanganyar, Jawa 

Tengah. Selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Januari 2024 sd Agustus 2025. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Kebijakan publik dalam pembangunan Paralympic Training Center (PTC) 

Karanganyar dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenpora dan kementerian 

terkait. 

Dalam konteks ini, pembangunan Pusat Pelatihan Terpadu (PTC) menjadi sangat 

penting dan strategis. PTC ini dimaksudkan untuk menyatukan pelatihan atlet 

umum dan atlet disabilitas dalam satu pusat yang modern dan memenuhi standar 

internasional. Dengan adanya PTC, diharapkan akan tercipta lingkungan pelatihan 

yang lebih inklusif dan setara, di mana semua atlet, tanpa memandang kondisi fisik, 

memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan pelatihan berkualitas tinggi. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, teridentifikasi bahwa infrastruktur olahraga 

disabilitas yang ada saat ini masih minim dan belum memenuhi standar 

internasional. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan atlet disabilitas untuk berlatih 

secara optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi mereka di tingkat 

nasional maupun internasional. Menurut Dunn (2017), perumusan masalah adalah 

tahap kunci dalam analisis kebijakan yang menentukan arah dan keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari adanya 

kesenjangan fasilitas pelatihan antara atlet umum dan atlet disabilitas. Kesenjangan 

ini menjadi perhatian serius mengingat prestasi atlet paralimpik yang terus 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai kompetisi internasional. 

Namun, meskipun prestasi mereka semakin baik, kenyataannya adalah bahwa 

mereka masih berlatih di tempat yang terpisah, terbatas, dan kurang memenuhi 

standar internasional. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pengembangan 

olahraga disabilitas di Indonesia. 

2. Keterlibatan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dalam pengujian 

kelayakan fasilitas juga merupakan langkah yang strategis. NPCI memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan atlet disabilitas, sehingga masukan 

mereka sangat berharga dalam memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat 

memenuhi standar aksesibilitas dan kenyamanan. Hal ini sejalan dengan 

rekomendasi yang diungkapkan oleh Dwi Gansar Santi Wijayanti et al. (2016), yang 

menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam proses implementasi 

kebijakan olahraga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini, 

Selama proses implementasi, perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi berkala 

untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan sesuai rencana. Data 

dan informasi yang dikumpulkan selama proses ini akan sangat berguna untuk 
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perbaikan di masa mendatang. Sebagai contoh, evaluasi awal dari fasilitas yang 

dibangun dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.  

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah 

masalah teknis di lapangan. Dalam beberapa proyek sebelumnya, seringkali 

ditemukan keterlambatan dalam proses konstruksi akibat cuaca buruk atau masalah 

logistik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana kontinjensi yang matang 

agar proses pembangunan tidak terhambat. Menurut Adnan (2014), pengelolaan 

proyek yang baik dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat 

dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan bahwa proyek selesai 

tepat waktu.  

3. Strategi optimalisasi kebijakan publik yang tepat untuk pengembangan infrastruktur 

olahraga disabilitas ke depan, pelatihan dan pengembangan SDM pengelola juga 

merupakan aspek penting dalam proses replikasi. Pengelola PTC harus memiliki 

kompetensi dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan penyandang disabilitas 

serta manajemen fasilitas olahraga. Oleh karena itu, program pelatihan yang 

komprehensif perlu dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengelola di lokasi-

lokasi baru. Akhirnya, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala terhadap PTC yang telah direplikasi untuk memastikan bahwa program 

tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif. Data dan 

informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan sangat berguna untuk perbaikan dan 

pengembangan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, jika PTC di Karanganyar 

berhasil, model ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi atlet disabilitas di 

daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi pengembangan olahraga 

disabilitas di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, optimalisasi kebijakan publik juga 

mencakup evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Melalui pengukuran 

kinerja yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan 

melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya 

menjadi dokumen statis, tetapi juga alat yang dinamis dan adaptif terhadap 

perubahan kondisi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip optimalisasi kebijakan 

publik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang 

luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan 

teknologi yang pesat, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan 

beradaptasi agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya relevan, tetapi juga 

mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan. 

 

D.  Kesimpulan 

Kebijakan publik dalam pembangunan PTC Karanganyar dirancang melalui 

kolaborasi strategis antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan National Paralympic Committee 

Indonesia (NPCI). Perencanaan dilakukan dengan mengacu pada Desain Besar Olahraga 

Nasional (DBON) serta prinsip inklusivitas, dengan implementasi yang diawasi secara 

ketat hingga tahap serah terima fasilitas. Faktor pendukung meliputi dukungan politik dan 

kebijakan pemerintah pusat, alokasi anggaran yang memadai, peran aktif NPCI sebagai 

pengguna akhir, serta komitmen lintas sektor. Faktor penghambat mencakup 
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keterlambatan pekerjaan konstruksi, penyesuaian desain terhadap kebutuhan khusus yang 

memerlukan revisi, dan tantangan koordinasi antar instansi dalam pengambilan 

keputusan teknis. Strategi optimalisasi ke depan meliputi peningkatan koordinasi lintas 

kementerian, penguatan regulasi pendanaan berkelanjutan, pelatihan pengelola fasilitas, 

serta pengembangan panduan teknis pembangunan infrastruktur olahraga disabilitas yang 

dapat direplikasi di wilayah lain..  
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